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ABSTRAK 
Penyelesaian perkara pidana dengan konsep restorative justice merupakan suatu metode 
baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Padahal dalam hukum adat di 
Indonesia telah menggunakan metode tersebut sejak dahulu dan pada Pancasila juga 
telah menganut prinsip restorative justice. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. Majelis Hakim menerapkan konsep 
restorative justice dalam putusannya pada perkara lalu lintas, hal ini dianggap dapat 
menegakkan keadilan dan merestorasi para pihak. Apakah penerapan kebijakan 
restorative justice dalam kasus lalu lintas sudah tepat dan bagaimana solusi penerapan 
restorative justice di dalam kasus kecelakaan lalu lintas? Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, data utama yang 
digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka 
dan empiris, penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris dengan 
mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang 
berhubungan dengan penegakan hukum terhadap restorative justice dan juga meneliti 
sejauh mana aparat penegakan hukum melakukan penanganan perkara lalu lintas. 
Sehingga diharapkan penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice dapat 
mewujudkan keadilan dengan lebih memperhatikan hak korban, pelaku dan masyarakat. 
Kata Kunci: restorative justice, kecelakaan, lalu lintas. 
 
ABSTRACT 
The settlement of criminal cases with the concept of restorative justice is a new method 
in the settlement of criminal cases in Indonesia. Whereas in customary law in Indonesia 
has used the method long ago and the Pancasila also has embraced the principle of 
restorative justice. In the East Jakarta District Court Decision Number: 
151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. The Panel of Judges applies the concept of restorative 
justice in its decisions on traffic cases, this is considered to be able to uphold justice 
and restore the parties. Is the application of restorative justice policies in traffic cases 
right and how is the solution to the implementation of restorative justice in traffic 
accidents? This study uses normative legal research methods or library law research, 
the main data used is secondary data. Collecting data using literature and empirical 
research, this research is normative juridical and empirical juridical by examining a 
series of knowledge of legal regulations regarding the provisions relating to law 
enforcement towards restorative justice and also examining the extent to which law 
enforcement officers carry out traffic cases. So hopefully the settlement of criminal 
cases with restorative justice can bring about justice by paying more attention to the 
rights of victims, perpetrators and the community. 
Keywords: restorative justice, accidents, traffic. 
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Hukum merupakan alat untuk 
memelihara ketertiban dalam masyarakat.1 
Demikian pula dengan penyelesaian 
konflik dalam masyarakat terkait adanya 
tindak pidana tentulah berdasarkan hukum 
pidana. Untuk itu penegakan hukum 
pidana diharapkan sesuai dengan 
fungsinya yaitu hukum sebagai sarana 
penyelesaian konflik dan tentunya 
memberikan keadilan. Dilihat dari 
fungsinya maka dasarnya hukum bersifat 
memelihara dan mempertahankan yang 
telah ada atau tercapai termasuk juga 
untuk membantu proses perubahan yang 
diinginkan oleh masyarakat. Sebagai 
negara hukum menganut asas legalitas, 
akan tetapi penegakan hukum dalam 
bidang hukum pidana terasa kurang 
memperhatikan rasa keadilan baik bagi 
masyarakat, pelaku dan korban tindak 
pidana. Formalisme penegakan hukum 
pidana lebih menekankan unsur kepastian 
hukum daripada unsur keadilan. 
Dalam penegakan hukum pidana saat 
ini, sering dijumpai penjatuhan sanksi 
berupa penjatuhan pidana penjara 
meskipun telah terjadi perdamaian antara 
pelaku dan korban. Hal tersebut 
dikarenakan dalam kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP) Indonesia tidak 
mengatur tentang adanya perdamaian 
sebagai penghapus pidana. Padahal 
dengan adanya perdamaian maka konflik 
dalam masyarakat pada hakikatnya telah 
terselesaikan. Dari kenyataan tersebut, 
jelas terlihat, bahwa penegakan hukum 
pidana lebih mengedepankan kepastian 
hukum dengan perspektif pembalasan 
(retributive), dengan mengesampingkan 
rasa keadilan dan juga tanpa melihat telah 
terselesaikannya sengketa. Penegakan 
hukum yang demikian itu jelas tidak 
selaras dengan fungsi hukum sebagai 
sarana penyelesaian konflik. 
                                                          
1  Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum 
Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002), 
hlm. 13. 
Sebagai alat untuk mewujudkan tata 
kehidupan nilai-nilai dalam masyarakat 
selayaknya hukum pidana ikut 
berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat.2 Untuk 
terciptanya penegakan hukum pidana yang 
efektif dan seimbang, diperlukan 
pembaharuan dengan memperhatikan hak-
hak pelaku tindak pidana, korban tindak 
pidana dan masyarakat guna mewujudkan 
keadilan dalam penegakan hukum. 
Sehingga penegakan hukum dapat 
menjalankan fungsi hukum sebagaimana 
diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, 
yaitu hukum sebagai sarana pengawasan 
atau pengendalian sosial (social control), 
sarana penyelesaian sengketa (dispute 
settlement) dan sarana rekayasa sosial 
(social tool engineering).3 
Untuk itu diperlukan kebijakan 
sebagai wujud pembaharuan hukum 
pidana dalam penegakan hukum dan 
penyelesaian perkara pidana di Indonesia. 
Berkenaan dengan hal tersebut telah 
berkembang suatu pendekatan baru dalam 
penyelesaian perkara pidana yang dapat 
mewujudkan keadilan dengan lebih 
memperhatikan hak korban dan 
masyarakat serta memungkinkan pelaku 
terhindar dari pidana penjara, dalam 
menyelesaikan masalah-masalah 
kejahatan, khususnya tindak kejahatan 
dimana “kerusakan” yang ditimbulkan 
oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa 
di restorasi sehingga kondisi yang telah 
“rusak” dapat dikembalikan ke keadaan 
semula4 yaitu pendekatan restorative 
justice.5 
                                                          
2  Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum 
Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana 
Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 
hlm. 115. 
3  Yunasril Ali, Dasar-Dasar ILmu Hukum, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009), hlm. 35. 
4  Kuat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative 
Justice dalam Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: 
Genta Publishing, 2012), hlm. 2. 
5  Pengertian restorative justice secara praktis tidak 
dapat ditemukan kata sepakat di antara para ahli. 
Sebagaimana diungkapkan oleh Crawford dan 
Newburn yang menyatakan “The diversity in the 
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Adapun restorasi di sini memiliki 
makna yang lebih luas dari apa yang 
dikenal dalam proses peradilan pidana 
konvensional adanya restitusi atau ganti 
rugi terhadap korban.6 Hal ini berangkat 
dari pandangan bahwa dalam suatu 
peristiwa kejahatan, penderitaan orang 
yang telah menjadi korban tidak saja 
berakibat pada orang itu sendiri, tetapi 
juga berdampak pada orang-orang di 
sekitarnya. Bahkan juga berdampak pada 
masyarakat dan negara dalam lingkup 
yang lebih luas. 
Pelanggaran yang sering terjadi 
hampir tiap tahunnya banyak mengalami 
korban luka-luka ialah pelanggaran kasus 
kecelakaan lalu lintas yang terjadi dijalan 
raya akibat dari kelalaian berkendara. 
Upaya pemerintah melalui Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi 
dasar pelaksanaan suatu sistem 
transportasi nasional tersebut, sesuai 
dengan tujuannya yaitu terwujudnya 
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan 
yang aman, tertib, dan lancar dengan 
modal angkutan lain untuk mendorong 
perekonomian nasional serta terwujudnya 
penegakan hukum dan kepastian hukum 
bagi masyarakat Indonesia. 
Menyadari peranan transportasi 
tersebut, maka lalu lintas dan angkutan 
jalan harus ditata dan dikembangkan 
dalam satu sistem transportasi nasional 
agar mampu mewujudkan adanya jasa 
transportasi yang serasi dengan tingkat 
kebutuhan lalu lintas dan pelayanan 
angkutan yang tertib, aman, lancar, dan 
terpercaya. Namun pada praktiknya, kita 
masih sering melihat banyaknya 
                                                                                   
types of practice used in restorative justice make it 
difficult to define clearly. The term is currently 
being used to describe practice which are in place 
across a board spectrum of societal condition, 
including those occurring within the criminal 
justice system”. 
6  Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative 
Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” Jurnal 
Rechtsvinding Vol. 2 No. 2 Agustus 2013, hlm. 
231. 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 
dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran 
rambu-rambu lalu lintas bahkan hingga 
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan 
karena unsur kelalaian maupun perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh para 
pengguna jalan raya yang pada akhirnya 
dapat menimbulkan kerugian bagi banyak 
pihak (tidak hanya satu pihak saja) bahkan 
hingga korban meninggal dunia. 
Dalam perkembangannya, pelaku 
tindak pidana lalu lintas jalan 
berkewajiban memberikan santunan 
kepada korbannya. Memang santunan 
bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu 
lintas pada saat ini seperti sudah menjadi 
kewajiban, apalagi jika pelaku adalah 
orang yang mempunyai kedudukan 
ekonomi kuat atau dengan kata lain 
mempunyai uang yang lebih. Sehingga 
untuk mengganti kerugian kepada para 
korban bisa teratasi dengan mudah. Maka, 
dengan pemberian ganti rugi, proses 
sanksi pidana hukum sudah terpenuhi? 
diharapkan dengan adanya pendekatan 
restorative justice layak dan patut menjadi 
bahan dalam pembaharuan hukum pidana 
di Indonesia untuk memberikan 
penyelesaian yang tuntas sehingga dapat 
ikut mengurangi dan mengatasi 
permasalahan bertumpuknya perkara di 
pengadilan yang over kapasitas di 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 
Rumusan Masalah 
1. Apakah penerapan kebijakan 
restorative justice dalam kasus lalu 
lintas sudah tepat? 
2. Bagaimana solusi penerapan 
restorative justice di dalam kasus 
kecelakaan lalu lintas?  
Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui dan memahami 
penerapan restorative justice dalam 
penyelesaian kasus tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas dan untuk 
mengetahui solusi penerapan restorative 
justice terhadap kasus tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas. 
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Penelitian yang dilakukan termasuk 
dalam kategori penelitian hukum normatif 
atau penelitian hukum kepustakaan. 
Penelitian hukum normatif memiliki 
definisi yang sama dengan penelitian 
doktrinal yaitu penelitian berdasarkan 
bahan-bahan hukum yang fokusnya pada 
membaca dan mempelajari bahan-bahan 
hukum primer dan sekunder.7 Penelitian 
ini bersifat yuridis normatif dan yuridis 
empiris dengan mengkaji sederetan 
pengetahuan peraturan hukum mengenai 
ketentuan-ketentuan yang berhubungan 
dengan penegakan hukum terhadap 
penerapan restorative justice dan juga 
meneliti sejauh mana aparat penegakan 
hukum melakukan penanganan perkara 
Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 
jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan 
sumber data sekunder dan bahan hukum 
primer serta bahan hukum sekunder 
dengan mengacu kepada norma-norma 
hukum yang dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif dan didukung oleh yuridis 
empiris, digunakan untuk mengkaji 
permasalahan dari aspek hukum yaitu 
peraturan-peraturan dan teori yang 
berhubungan dengan tanggung jawab 
hukum terhadap pelaku dan masyarakat. 
Di dalam penelitian ini akan menjelaskan 
pelaksanaan tanggung jawab semua para 
pihak baik pelaku, korban, dan 
masyarakat. 
Karena penelitian ini bersifat 
normatif, maka data utama yang 
digunakan adalah data Sekunder. 
Pengumpulan data yang digunakan adalah 
penelitian pustaka dan empiris. Prosedur 
identifikasi dan inventarisasi bahan 
hukum yang mencakup bahan hukum 
primer, yaitu peraturan perundang-
undangan, bahan hukum sekunder, yaitu 
                                                          
7  Johny Ibrahim, Teori dan Penelitian Hukum 
Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 
hlm. 44. 
literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan 
hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. 
Bahan hukum yang diperoleh, 
diinventarisasi dan diidentifikasi 




Suatu pendekatan yang berusaha 
menyelesaikan perkara pidana secara 
damai dengan memberdayakan para pihak 
yang memiliki kepentingan dalam 
penyelesaian perkara tersebut. 
Penyelesaian secara damai tersebut dapat 
tercapai, bila pelaku menyadari 
kesalahannya dan secara sukarela bersedia 
memberikan ganti rugi kepada korban 
dalam rangka mendapatkan ‘pemaafan’ 
dari korban.8 Pendekatan restorative 
justice membantu para pelaku kejahatan 
untuk menghindari kejahatan lainnya pada 
masa yang akan datang. 
Dalam Sila ke-4 Pancasila telah diatur 
prinsip penerapan konsep restorative 
justice yaitu musyawarah, menyebutkan 
bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan” Artinya 
bangsa Indonesia sendiri telah 
mengagungkan prinsip musyawarah 
sebagai suatu kebiasaan yang mendarah 
daging untuk menyelesaikan segala 
permasalahan yang ada pada bangsa ini. 
Inilah bukti bahwa sebenarnya restorative 
justice juga telah berkembang di 
dalamnya. Musyawarah akan mencapai 
suatu kesepakatan yang win-win solution 
tanpa merugikan atau menyebabkan 
ketidakseimbangan terhadap satu pihak 
sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. 
Menurut Muladi, sebagaimana 
dikemukakan oleh Setyo Utomo, 
                                                          
8  Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada 
Restorative Justice, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 
hlm. 40-41. 
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restorative justice memiliki karakteristik 
sebagai berikut:9 
1. Kejahatan dirumuskan sebagai 
pelanggaran seseorang terhadap orang 
lain; 
2. Titik perhatian pada pemecahan 
masalah, pertanggungjawaban, dan 
kewajiban pada masa depan; 
3. Sifat normatif dibangun atas dasar 
dialog dan negosiasi; 
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan 
para pihak, rekonsiliasi dan restorasi 
sebagai tujuan utama; 
5. Keadilan dirumuskan sebagai 
hubungan-hubungan hak, dinilai atas 
dasar hasil; 
6. Sasaran perhatian pada perbaikan 
kerugian sosial; 
7. Masyarakat merupakan fasilitator di 
dalam proses restoratif; 
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik 
dalam masalah maupun penyelesaian 
hak-hak dan kebutuhan korban, di 
mana pelaku didorong untuk 
bertanggung jawab; 
9. Pertanggungjawaban si pelaku 
dirumuskan sebagai dampak 
permohonan terhadap perbuatan dan 
untuk membantu memutuskan yang 
terbaik; 
10. Tindak pidana dipahami dalam 
konteks menyeluruh, moral, sosial 
dan ekonomi, dan 
11. Stigma dihapus melalui restoratif.  
Ada beberapa prinsip dasar yang 
menonjol dari restorative justice, terkait 
                                                          
9  Setyo Utomo, “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum 
Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”, 
Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus 
Group Discussion (FGD) tentang “Politik 
Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-
Undang di Luar KUHP”, diselenggarakan oleh 
Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 
BPHN Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, 
tanggal 21 Oktober 2010, hlm. 19. 
hubungan antara kejahatan, pelaku, 
korban, masyarakat dan negara yaitu:10 
1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala 
yang menjadi bagian dari tindakan 
sosial, bukan sekadar pelanggaran 
pidana; 
2. Restorative justice adalah teori 
peradilan pidana yang fokus pada 
pandangan yang melihat bahwa 
kejahatan sebagai tindakan oleh 
pelaku terhadap orang lain atau 
masyarakat daripada terhadap negara. 
Jadi lebih menekankan bagaimana 
hubungan/tanggungjawab pelaku 
dalam menyelesaikan masalahnya 
dengan korban dan atau masyarakat; 
3. Kejahatan dipandang sebagai 
tindakan yang merugikan orang lain 
dan merusak hubungan sosial. Hal ini 
berbeda dengan hukum pidana yang 
menarik kejahatan sebagai masalah 
negara, sehingga hanya negara yang 
berhak menghukum, dan 
4. Munculnya ide restorative justice 
sebagai kritik atas penerapan sistem 
peradilan pidana yang dianggap tidak 
efektif dalam menyelesaikan konflik 
sosial. 
Bagir Manan menyebutkan bahwa 
konsep dan prinsip restorative justice 
sebenarnya telah dipraktikkan oleh 
sejumlah masyarakat adat Indonesia.11 
Bagir Manan juga memaparkan prinsip-
prinsip dalam restorative justice, yakni 
sebagai berikut:12 “Membangun 
                                                          
10  Kuat Yudi Prayitno, “Restorative Justice untuk 
Peradilan di Indonesia (Perspektif Yurudis 
Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, 
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 
2012, hlm. 411. 
11  Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian 
Pemikiran dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: 
Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 
4. 
12  Bagir Manan, “Restorative Justice (suatu 
perkenalan)”, dalam Buku Refleksi Dinamika 
Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade 
Terakhir, yang disusun oleh Bagian Hukum 
Internasional Fakultas Hukum Unpad (ed), 
(Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 
4. 
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partisipasi bersama antara pelaku, korban 
dan kelompok masyarakat untuk 
menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak 
pidana. Menempatkan pelaku, korban dan 
masyarakat sebagai ‘stakeholders’ yang 
bekerja sama dan langsung berusaha 
menemukan penyelesaian yang dipandang 
adil bagi semua pihak (win-win 
solutions)”. 
Proses restorative justice mempunyai 
tujuan sebagai berikut:13 
1. Korban setuju untuk terlibat dalam 
proses yang dapat dilakukan dengan 
aman dan menghasilkan kepuasan; 
2. Pelanggar memahami bahwa 
perbuatan mereka telah 
mempengaruhi korban dan orang lain, 
untuk kemudian bertanggung jawab 
atas konsekuensi dari tindakan 
merekam dan berkomitmen untuk 
membuat perbaikan/reparasi; 
3. Langkah-langkah fleksibel yang 
disepakati oleh para pihak yang 
menekankan untuk memperbaiki 
kerusakan dilakukan dan, sedapat 
mungkin, juga mencegah 
pelanggaran; 
4. Pelanggar membuat komitmen 
mereka untuk memperbaiki kerusakan 
yang dilakukan dan berusaha untuk 
mengatasi faktor-faktor yang 
menyebabkan perilaku mereka, dan 
5. Korban dan pelaku baik memahami 
dinamika yang mengarah ke insiden 
tertentu, memperoleh hasil akhir dan 
reintegrasi/kembali bergabung ke 
dalam masyarakat.  
Kecelakaan Lalu Lintas  
Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas 
itu sendiri, diatur dalam Pasal 1 angka 24 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak 
                                                          
13  United Nations Office on Drugs and Crime, 
Handbook on Restorative Justice Programmes, 
(New York: United Nations, 2006), hlm. 9. 
diduga dan tidak disengaja melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa pengguna 
jalan lain yang mengakibatkan korban 
manusia dan/atau kerugian harta benda.14 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan pertanggungjawaban 
pidana diatur dalam Pasal 310 disebutkan 
bahwa:15 
1. Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (2), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 
2. Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan 
korban luka ringan dan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 229 ayat 3 (tiga), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah); 
3. Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan 
korban luka berat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 
(empat) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah); dan 
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) 
                                                          
14  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (LN No. 96 
Tahun 2009, TLN No. 5025), Pasal 1 butir (24). 
15  Ibid., Pasal 310 ayat (1-4). 
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yang mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp12.000.000,00 (dua belas juta 
rupiah). 
Tindak pidana lakalantas tergolong 
delik biasa sehingga meskipun ada upaya 
perdamaian dari kedua belah pihak, tetap 
tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana 
khususnya apabila korban meninggal 
dunia.16 Keberadaan upaya perdamaian ini 
dapat menjadi dasar pertimbangan hakim 
untuk memutuskan putusan yang 
meringankan,17 maupun memberatkan.18 
Pemberian ganti kerugian tidak lain 
untuk mengembangkan keadilan dan 
kesejahteraan korban sebagai anggota 
masyarakat dan tolok ukur 
pelaksanaannya adalah dengan 
diberikannya kesempatan kepada korban 
untuk mengembangkan hak dan 
kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar 
itu, program pemberian ganti kerugian 
kepada korban seharusnya merupakan 
perpaduan usaha dari berbagai 
pendekatan, baik pendekatan dalam 
bidang kesejahteraan sosial, pendekatan 
kemanusiaan dan pendekatan sistem 
peradilan pidana. 
Maka pertanggungjawaban dalam 
perbuatan pidana, khususnya tindak 
pidana kecelakaan lalu lintas sangat 
dibutuhkan. Dengan adanya penerapan 
restorative justice ini pemecahan masalah 
konflik antar kedua belah pihak dapat 
terselesaikan dengan damai, adanya ganti 
rugi sebagai titik perhatian pada 
pemecahan pertanggungjawaban 
perbuatan pidana agar terciptanya fungsi 
hukum sebagai sarana pengendalian sosial 
dan sebagai sarana penyelesaian sengketa. 
                                                          
16  Ibid., Pasal 235 ayat (1) Jo Pasal 229 ayat (1) 
huruf C. 
17  Putusan Mahkamah Agung Nomor 
2174/K/Pid/2009 dan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1187/K/Pid/2011. 
18  Putusan Mahkamah Agung Nomor 
403/K/Pid/2011 dan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 553/K/Pid/2012. 
Upaya Restorative Justice dalam Kasus 
Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan 
(Studi Kasus Putusan Nomor 
151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.) 
Dalam penerapannya Majelis Hakim 
menerapkan restorative justice 
berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di 
lapangan maupun di persidangan dan 
dikaitkan dengan tujuan pemidanaan 
dengan menekankan keadilan pada 
pemulihan keadaan dan mengembalikan 
keseimbangan dalam masyarakat. 
Fakta-fakta adanya karakteristik 
restorative justice pada penyelesaian 
perkara terdakwa sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Muladi: 
1. Adanya kata-kata dan ucapan 
terdakwa yang mengatakan 
‘bertanggung jawab’, adanya 
pengakuan sebagai konflik sehingga 
terdakwa mengatakan akan 
bertanggung jawab sebagai wujud 
dari karakter bertanggung jawab dan 
karakter pemahaman akan perbuatan. 
2. Tindakan dan sikap terdakwa di 
tempat kejadian perkara yang turut 
aktif memberikan pertolongan kepada 
korban dan tidak melarikan diri, titik 
perhatian pada pemecahan masalah, 
pertanggungjawaban sebagai sasaran 
perhatian pada perbaikan kerugian 
sosial sebagai karakter restorative 
justice. 
3. Tindakan serta pebuatan terdakwa 
dan/atau keluarga yang memberikan 
perhatian yang begitu besar terhadap 
para korban, dengan mengunjungi 
keluarga korban, menghadiri 
pemakaman korban yang meninggal 
dunia, memberikan santunan dan 
bantuan berupa materi baik untuk 
acara pemakaman korban maupun 
pembiayaan perawatan karena 
sakit/luka yang diderita korban, 
penggantian kendaraan yang rusak 
sampai janji akan membiayai 
pendidikan dari anak korban yang 
meninggal dunia, merupakan wujud 
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dari karakter pertanggungjawaban 
dan kewajiban masa depan, 
dipandang sebagai perwujudan 
karakter restitusi, rekonsiliasi dan 
restorasi dengan adanya sikap 
memaafkan dari pihak keluarga 
korban sebagai wujud dialog dan 
negosiasi. 
4. Sikap keluarga korban yang telah 
memaafkan terdakwa dan 
menyatakan menerima dengan ikhlas 
peristiwa yang terjadi dan dipandang 
sebagai musibah dan memohon agar 
terdakwa tidak dihukum, bahwa sikap 
dan/atau perbuatan baik yang 
dilakukan oleh terdakwa, maupun 
oleh korban dan keluarganya serta 
peran serta masyarakat dalam 
mendukung terjadinya rekonsiliasi, 
restitusi dan restorasi dalam perkara 
ini, menunjukkan karakteristik 
restorative justice telah memenuhi 
perbuatan terdakwa, korban dan 
keluarganya serta masyarakat itu 
sendiri dalam perkara ini. 
Restorative justice menempatkan nilai 
yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang 
langsung dari para pihak baik korban, 
pelaku, masyarakat dan aparat penegak 
hukum. Korban akan mampu 
mengembalikan unsur kontrol, sementara 
pelaku didorong untuk memikul tanggung 
jawab sebagai sebuah langkah dalam 
memperbaiki kesalahan yang disebabkan 
oleh tindak kejahatannya dan dalam 
membangun sistem nilai sosialnya. 
Keterlibatan komunitas secara aktif 
memperkuat komunitas itu sendiri dan 
mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk 
menghormati dan rasa saling mengasihi 
antar sesama. 
Sehingga rujukan mengenai ganti rugi 
telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Pasal 235 ayat (1) dan (2) 
Jo Pasal 229 ayat (1) dijelaskan mengenai 
pertanggungjawaban ganti rugi meskipun 
adanya upaya perdamaian dari kedua 
belah pihak, tetap tidak dapat 
menggugurkan tuntutan pidana khususnya 
apabila korban meninggal dunia.19 Namun 
penggantian kerugian tersebut hanya 
terbatas kepada biaya pengobatan dan/atau 
biaya pemakaman dan mengganti 
kerugian yang besarnya ditentukan oleh 
putusan pengadilan, yang artinya 
penggantian kerugian tersebut belum tentu 
dapat merestorasi kerugian yang diderita 
oleh keluarga korban. 
Maka penerapan kebijakan 
restorative justice dalam kasus lalu lintas 
sudah tepat sesuai dengan nilai-nilai 
keadilan, fungsi hukum, prinsip dan 
tujuan hukum pemidanaan dengan melihat 
dari karakteristik restorative justice yaitu 
mengembalikan konflik kepada pihak 
yang paling terpengaruh dalam perkara 
ini, yaitu korban, pelaku dan masyarakat. 
Sehingga penerapannya dapat dijadikan 
solusi bagi penegak hukum dalam 
penyelesaian kasus lalu lintas. 
Tinjauan Yuridis, Filosofis dan 
Sosiologis 
Ditinjau dari segi yuridis, maka 
penyelesaian perkara dengan restorative 
justice lebih efektif dibandingkan dengan 
peradilan konvensional. Karena korban 
langsung mendapatkan pertanggung 
jawaban secara langsung dengan 
memberikan dukungan kepada korban dan 
mensyaratkan pelaku untuk bertanggung 
jawab dengan memberikan bantuan. 
Sesuai dengan tujuan pemidanaan 
yaitu: 
1. Mencegah terjadinya dilakukannya 
tindak pidana atau pengulangan 
pidana. Sehingga memberikan efek 
jera bagi pelaku dan masyarakat. 
2. Menyelesaikan konflik yang 
ditimbulkan tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan 
mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
                                                          
19  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (LN No. 96 
Tahun 2009, TLN No. 5025), Pasal 235 ayat 1 dan 
2 Jo Pasal 229 ayat (1) huruf C. 
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3. Membebaskan rasa bersalah pada 
terpidana dengan memaafkan pelaku. 
Ditinjau dari segi filosofis dengan 
adanya penerapan restorative justice 
memberikan peran aktif bagi pihak yang 
berkonflik melalui mediasi. Terhadap 
kerugian materiil dan immateriil dalam 
bentuk restitusi atau kompensasi. 
Restorative justice ditujukan untuk 
pemulihan keadaan seperti sebelum 
terjadinya kerusakan atau kejahatan 
dengan melibatkan para pihak yang paling 
berpengaruh yaitu korban, pelaku dan 
masyarakat untuk mencari penyelesaian 
yang adil dan seimbang bagi semua pihak. 
Sehingga fungsi restorative justice 
sebagai ekselerator dari asas peradilan 
sederhana, cepat dan biaya ringan lebih 
menjamin terpenuhinya kepastian hukum 
dan keadilan masyarakat. 
Ditinjau dari segi sosiologis, 
penerapan restorative justice memberikan 
dampak positif bagi masyarakat dan 
negara. Bagi masyarakat yaitu: 
1. Membuat efek jera supaya tidak 
terjadi pengulangan tindak pidana; 
2. Memulihkan keseimbangan 
masyarakat; 
3. Mendatangkan rasa damai bagi 
masyarakat; 
4. Proses penyelesaian dengan asas 
peradilan sederhana, cepat dan biaya 
ringan, sehingga memudahkan 
masyarakat; 
5. Menghapus stigma pelaku di dalam 
masyarakat; dan 
6. Memberdayakan masyarakat untuk 
mengatasi perkara dengan cara damai 
(membuat masyarakat lebih mandiri). 
Bagi negara yaitu: 
1. Mengurangi beban anggaran 
keuangan negara; 
2. Mengurangi jumlah kapasitas 
lembaga pemasyarakatan; dan 
3. Mengurangi beban kerja penegak 
hukum. 
Melihat dari proses penerapan 
restorative justice lebih mengupayakan 
merestorasi atau memulihkan keadaan 
seperti semula dengan mengedepankan 
perdamaian dan keadilan, kesejahteraan 
bagi korban dan pelaku sehingga dapat 
terciptanya keharmonisan bagi masyarakat 
di masa depan. 
 
PENUTUP 
Penerapan dengan restorative justice 
untuk mencapai keadilan bagi seluruh 
pihak baik korban, pelaku dan 
masyarakat. Karena tujuan hukum pidana 
tegaknya keterlibatan dan perdamaian di 
masyarakat. Adanya restorative justice 
diupayakan dapat memperbaiki kerusakan 
yang ditimbulkan dengan mengganti 
kerugian materil dan sanksi sosial selain 
memberikan efek jera. 
Ditinjau dari segi yuridis, maka 
penyelesaian perkara dengan restorative 
justice lebih efektif dibandingkan dengan 
peradilan konvensional. Karena korban 
langsung mendapatkan pertanggung 
jawaban secara langsung dengan 
memberikan dukungan kepada korban dan 
mensyaratkan pelaku untuk bertanggung 
jawab dengan memberikan bantuan. Dari 
segi filosofis dengan adanya penerapan 
restorative justice memberikan peran aktif 
bagi pihak yang berkonflik melalui 
mediasi. Terhadap kerugian materiil dan 
immateriil dalam bentuk restitusi atau 
kompensasi dan dari segi sosiologis, 
penerapan restorative justice memberikan 
dampak positif bagi masyarakat dan 
negara. 
Sehingga penerapan restorative 
justice dalam proses penyelesaian perkara 
tindak pidana lalu lintas sangat diharapkan 
oleh masyarakat mampu mewujudkan 
terbangunnya kesadaran bagi pelaku untuk 
bertanggung jawab atas perbuatannya dan 
kemampuan untuk mengendalikan 
perilaku di masa depan. Serta dalam 
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penegakkannya dilingkup peradilan 
diharapkan pertimbangan-pertimbangan 
yang adil supaya dapat memberikan 
kepuasan dan keadilan bagi para pihak 
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